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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

KARANGMALANG (PERSERODA) KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

. bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai salah satu

pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Badan Kredit Kecamatan Karangmalang (Perseroda) Kabupaten
Sragen perlu memberikan penambahan modal pemerintah
daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan
pendapatan asli daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang penyertaan modal daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Sragen Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Badan Kredit Kecamatan Karangmalang (Perseroda) Kabupaten
Sragen;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10
1



10.

11.

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger,
Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3840);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5261);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016
tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN KARANGMALANG (PERSERODA) KABUPATEN
SRAGEN.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Sragen.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sragen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda
penyertaan atau kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan Pemerintah Daerah dalam Perseroan Terbatas
Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Karangmalang (Perseroda) Sragen.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangmalang
(Perseroda) Kabupaten Sragen.

Modal Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik berupa
uang, barang milik Daerah, surat-surat berharga atau aset
lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah baik yang
berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun
tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung,
diukur, dan ditimbang.

Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat
dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Badan  Kredit Kecamatan Karangmalang  (Perseroda)
Kabupaten Sragen sesuai dengan anggaran dasar.

Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal kepada
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Karangmalang (Perseroda) Kabupaten Sragen yang
telah dipenuhi oleh pemegang saham.



11.

12.

13.

(2)

(1)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi
Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak
kepemilikan.

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Karangmalang (Perseroda) Sragen = yang
selanjutnya disebut PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda)
Sragen adalah bank perkreditan rakyat yang sahamnya
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kabupaten Sragen.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk

meningkatkan kemampuan permodalan perusahaan.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:

a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi
dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;

b. meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPR BKK
Karangmalang (Perseroda) Kabupaten Sragen di bidang
Perbankan; dan

c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
JUMLAH DAN SUMBER
Pasal 3

Modal Dasar PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda)
Kabupaten Sragen sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua
puluh miliar rupiah) dengan pembagian saham Pemerintah
Kabupaten Sragen 49% (empat puluh sembilan persen)
sejumlah RpS58.800.000.000,-(lima puluh delapan miliar
delapan ratus juta rupiah).

Jumlah seluruh penyertaan modal pemerintah daerah pada
PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Kabupaten Sragen
yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2018 adalah
sebesar Rp12.150.000.000,- (dua belas miliar seratus lima
puluh juta rupiah).



(3)

(4)

Jumlah penambahan penyertaan modal pemerintah daerah
pada PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Kabupaten
Sragen ditetapkan sebesar Rp46.650.000.000,-(empat puluh
enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pemenuhan jumlah penambahan  penyertaan modal
pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipenuhi mulai tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun
anggaran 2034 sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Penyertaan modal pemerintah daerah pada PT BPR BKK

Karangmalang (Perseroda) Kabupaten Sragen bersumber dari
APBD.

(1)

(2)

BAB IV
BENTUK PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT BPR BKK
Karangmalang (Perseroda) Kabupaten Sragen dapat berbentuk
uang dan/ atau barang.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB YV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

Bupati mempunyai kewenangan untuk = memproses
penyertaan modal daerah dengan prosedur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham memperoleh
deviden sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki.
Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas
Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun anggaran
berkenaan sebagai pendapatan asli daerah.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Pasal 8

PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Kabupaten Sragen wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah
kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2019
BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan ini sesuai dengan aslinya

r.

w3 frulianto, S.H., M.Si.
: *,Pembina Tingkat I
P. 19670725 199503 1 002

QRAGIEE

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (19-461/2019)



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN PADA PERSEROAN

TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
KARANGMALANG (PERSERODA) KABUPATEN SRAGEN

UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan
semakin  meningkatnya  pembiayaan  Pemerintah = Daerah, maka
mengharuskan  Pemerintah  Daerah  untuk  senantiasa  berupaya
meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan
penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Sragen. Salah satu upaya
yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja
Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal
kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur
permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha
yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung
pembangunan di Kabupaten Sragen.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan
dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan
pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya
memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Sragen pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan
Kredit Kecamatan Karangmalang (Perseroda) Sragen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas



Ayat (4)
Penambahan penyertaan modal pemerintah Daerah sebesar
Rp46.650.000.000,-(empat puluh enam miliar enam ratus lima
puluh juta rupiah) dipenuhi mulai tahun anggaran 2020 sampai
dengan tahun anggaran 2034 sesuai kemampuan keuangan
daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. Tahun 2020 Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta
rupiah);
. Tahun 2021 Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
. Tahun 2022 Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
. Tahun 2023 Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
. Tahun 2024 Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
. Tahun 2025 Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
. Tahun 2026 Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
. Tahun 2027 Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
. Tahun 2028 Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
. Tahun 2029 Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
. Tahun 2030 Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
. Tahun 2031 Rp3.287.500.000 (tiga miliar dua ratus delapan
puluh tujuh juta rupiah);
13. Tahun 2032 Rp3.287.500.000 (tiga miliar dua ratus delapan
puluh tujuh juta rupiah);
14. Tahun 2033 Rp3.287.500.000 (tiga miliar dua ratus delapan
puluh tujuh juta rupiah);
15. Tahun 2034 Rp3.287.500.000 (tiga miliar dua ratus delapan
puluh tujuh juta rupiah);
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Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 16



